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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan
keuangan desa. Dengan metodelogi penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
hasil uji parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
desa, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
desa, pengetahuan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan
keuangan desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan
keuangan desa. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi
laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengetahuan Kepala Desa, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa

1. INTRODUCTION Dalam UU No. 6 Tahun 2014
Kabupaten Pamekasan merupakan salah pengertian keuangan desa adalah semua hak
satu kabupaten yang terletak di pertengahan dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan ini uang serta segala sesuatu berupa uang dan
berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Selat barang yang berhubungan dengan
Madura di Selatan, Kabupaten Sampang di pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan
Barat dan Kabupaten Sumenep di Timur. kewajiban sebagaimana pada pasal 71 ayat (1)
Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 menimbulkan pendapatan, belanja,
Kecamatan, 178 Desa, dan 11 Kelurahan pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
(pamekasankab.go.id). Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014
Salah satu usaha Presiden Joko Widodo dinyatakan bahwa prioritas pengelolaan
(Jokowi) dalam melakukan pemerataan di keuangan desa 70% untuk pelaksanaan
seluruh  wilayah  Indonesia  diwujudkan pembangunan dan pemberdayaan, dan 30%
melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk  penyelenggaraan pemerintah  dan
dalam APBN. Dana desa pertama Kkali pembinaan kemasyarakatan.
digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah Pengelolaan  keuangan desa adalah
anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Adapun keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
penyerapannya mencapai 82% sampai akhir perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
tahun. Di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang
direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua baik dalam penyelenggaraan desa,
kali lipat menjadi Rp 120 triliun (detik.com). pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan
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berdasarkan hakekat tata kelola yaitu
transparan, akuntabel dan partisipasi serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam
pengelolaan keuangan desa merupakan aspek
penting dalam menciptakan tata kelola yang
baik. Pengelolaan keuangan desa, dikelola
dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai
tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Permendagri No. 113 Tahun 2014
menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Suatu
organisasi sektor publik dalam mengelola
dana masyarakat dituntut harus mampu
memberikan laporan keuangan yang bisa
dipertanggungjawabkan. Kepala Desa
menjadi  penanggungjawab  pengelolaan
keuangan dan aset desa. PP No. 43 Tahun
2014 pasal 103-104 menyatakan tata cara
pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala
Desa. Kepala Desa diwajibkan
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDes kepada Bupati/Walikota setiap
semester tahun berjalan. Selain itu, Kepala
Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan
yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan
kepada Bupati/Walikota yang disampaikan
melalui Pertanggungjawaban yang
tinggi dalam penyajian laporan keuangan

camat.

akan memicu peningkatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan desa yang

akuntabel merupakan pengelolaan keuangan
yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari
kegiatan pelaksanaan,
penatausahaan, hingga pelaporan keuangan

perencanaan,
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desa. Terwujudnya akutabilitas merupakan
tujuan utama dari reformasi sektor publik.
Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai
sebuah bentuk kewajiban untuk
@empertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
organisasi dalam mencapai sasaran yang telah
diterapkan untuk periode-periode sebelumnya
yang dilakukan secara periodik. Menurut
Mustofa (dalam Wardana, 2016)
Akuntabilitas dalam Pemerintah Desa sangat
penting karena merupakan salah satu bentuk
media pertanggungjawaban Pemerintah Desa
sebagai entitas yang mengelola Dana Desa.
Pengelolaan keuangan desa haruslah
konsekuen dan tepat sasaran sesuai dengan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah
direncanakan besarnya dana desa yang
dicairkan oleh Pemerintah Pusat haruslah
mampu dikelola dengan baik jangan sampai
Dana Desa yang telah dialokasikan tidak
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan
baru-baru ini, salah satu Kepala Desa yang
terjaring oleh OTT KPK terkait masalah
penyalahgunaan Dana Desa dengan total
anggaran 250 juta dari Kepala Desa Dasok
Kabupaten Pamekasan kebeberapa oknum
yang diindikasikan sebagai biaya tutup mulut
terhadap pengawasan alokasi dana desa yang
diduga ada kekurangan anggaran yang dipakai
kurang dari 100 juta yang dipergunakan untuk
proyek pembangunan jalan dan paving block
di desa tersebut. (https://hukum.rmol.co/).
Akuntabilitas Kepala Desa sebagai
pemegang regulasi haruslah dapat memahami
setiap proses perencanaan yang ada baik
Proses perencanaan anggaran maupun proses
perencanaan pembangunan, karena Kepala
Desa haruslah memiliki kompetensi
kompeten terhadap setiap regulasi yang ada,
sukses dan tidaknya suatu daerah dalam masa
jabatannya itu  dapat

sebuah

atau

mengindikasikan
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terhadap kompetensi dan kinerjanya di desa
tersebut. Karena Kepala Desa dituntut untuk
tepat sasaran mengalokasikan dana desa
sesuai dengan perencanaan sechingga dapat
meningkatkan progresifitas pembangunan dan
taral hidup masyarakatnya.

Menurut Oekley (dalam Ariesta dan
Wijaya, 2014)  Indikator  partisipasi
masyarakat  meliputi  partisipasi  fisik,
partisipasi buah pikir, partisipasi dana dan
partisipasi
merupakan hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya
partisipasi masyarakat, pelaksanaan
pembangunan  yang  berorientasi  pada
perwujudan kesejahteraan rakyat tidak dapat
terwujud. Hal itu dikarenakan masyarakatlah
yang lebih tau akan kebutuhannya dan cara
mengatasi permasalahan pembangunan yang
terjadi didalam masyarakat.

Partisipasi fisik yaitu partisipasi dalam
bentuk fisik untuk progresifitas program;
partisipasi buah pikir adalah partisipasi atau
sumbangsih ide, pendapat untuk
memperlancar pelaksanaan program,
partisipasi dana adalah partisipasi masyarakat
berupa sumbangsih dana untuk memperlancar
usaha demi pencapaian program tersebut,
partisipasi keterampilan yaitu memberikan
stimulasi dengan keterampilan yang ia miliki
untuk kegiatan program.

Peranan masyarakat dalam pengelolaan
keuangan desa sangat fital. Masyarakat harus
ikut andil dalam pengelolaan keuangan desa.
Hal ini bertujuan untuk memberikan hak
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
perencanaan

keterampilan Partisipasi

dari

penganggaran dan  untuk
mengawasi penggunaan Dana Desa, guna
untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalam  pengelolaannya,
peningkatan anggaran desa tidak memberikan
dampak yang signifikan bagi pembangunan

kepentingan masyarakat di desa.

jangan  sampai

dan
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Keterlibatan  masyarakat dalam  proses
penganggaran adalah hal sangat penting, baik
untuk Pemerintah Desa ataupun masyarakat,
karena dengan keterlibatan mereka akan
berkontribusi terhadap kualitas perencanaan
program desa dan memberikan kesempatan
bagi mereka dalam menyuarakan apa yang
menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu,
Pemdes harus melibatkan masyarakat dalam
proses tersebut, dengan menyediakannya
partisipasi  dalam
pelaksanaan dan evaluasi program desa.

Transparansi merupakan prinsip
menciptakan Kepercayaan timbal balik anatara
pemerintah masyarakat,
penyediaan  informasi  dan
kemudahan didalam memperoleh informasi,
karena suatu kebutuhan penting masyarakat
untuk  berpartisipasi dalam  pengelolaan
keuangan desa. Melalui transparansi maka
akan tercipta timbal balik antara pemerintah
desa dan masyarakat

setiap  perencanaan,

dan melalui

menjamin

2. LITERATURE REVIEW

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas merupakan konsep yang

lebih luas dari stewardship mengacu pada

pengelolaan atau suatu aktivitas  secara
ckonomis dan efisien tanpa dibebani
kewajiban untiuk melaporkan, sedangkan
accountability mengacu pada

pertanggungjawaban oleh seorang steward
kepada pembeni tanggung jawab. Tuntutan
akuntabilitas publik lebih menekankan pada

akuntabilitas ~ horisontal,  tidak  hanya
akuntabilitas vertikal (Renyowijoyo,
2013:14).

Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana
Desa

Menurut Adisasmita (2006) partisipasi
masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan
anggota masyarakat dalam laporan keuangan,
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meliputi ~ kegiatan,  perencanaan  dan
pelaksanaan (implementasi) program/proyek
pembangunan  yang  dikerjakan  oleh
masyarakat. Partisipasi atau peran serta
masyarakat dalam pembangunan (perdesaan)
merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan
kemauan  anggota  masyarakat  untuk
berkontribusi dalam implementasi
program/proyek yang dilaksanakan. Dana
anggaran yang tersedia relatif terbatas
sedangkan program/proyek  pembangunan
yang dibutuhkan (yang telah direncanakan)
jumlahnya relatif banyak maka perlu
dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat
untuk menunjang implementasi pembangunan
program/proyek dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban Kepala Desa
Wasistiono, (2007: 32) Kepala Desa
pada dasarnya bertanggung jawab kepada
rakyat yang prosedur
pertanggungjawabannya disampaikan kepada
Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa
wajib memberikan keteranagan laporan
pertanggungjawaban dan kepada rakyat
menyampaikan  informasi  pokok-pokok
pertanggungjawabannya, namun tetap
memberi peluang kepada masyarakat melalui
Badan  Permusyawaratan untuk
menanyakan dan atau meminta keterangan
lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban yang di maksud.

desa

Desa

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan bahwa transparan
adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang l(cua‘gan Daerah. Dengan
adanya transparansi menjamin akses atau

kebebasan  bagi  setiap untuk
mempeeroleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan, dan
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

orang

3. METHODS

Jenis penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Lokasi Penelitian ini
dilakukan di seluruh Desa di Kabupaten
Pamekasan. Waktu Penelitian ini berlangsung
bulan November sampai selesai. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di
Kabupaten Pamekasan. Pengambilan sampel
penelitian  ini  di  lakukan  dengan
menggunakan rumus setelah itu
dilanjutkan dengan menghitung prosentase.
Jumlah Desa di Kabupaten Pamekasan 178
terdiri atas 13 kecamatan.

Teknik pengambilan sampel selanjutnya
dalam penelitian ini dilakukan secara random
atau acak (Prebability Sampling) dengan
teknik  sampling acak sederhana (Simple
Random Sampling). Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner dengan skala likert. Skala likert ini
menggunakan lima anggka penilaian yaitu (1)
Sangat Tidak Setuju. (2) Tidak Setuju, (3)
Kurang Setuju, (4) Setuju. dan (5) Sangat
Setuju. Data yang sudah dikumpulkan melalui
kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan
aplikasi SPSS 230 dengan menguji output
dari statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan
pengujian hipotesisnya.

Slovin,

4. RESULTS AND DISCUSSIONS
Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap
Kualitas Informasi Keuangan Desa (H;)
Dari hasil pengujian peneliti dapat
ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama
(Hy) diterima, bahwa akuntabilitas
berpengaruh signifikan  terhadap
kualitas informasi laporan keuangan desa.

secara
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Berpengaruh signifikan karena nilai t-hitung
menunjukkan nilai positif, yang berarti bahwa
ketika  akuntabilitas  terhadap  kualitas
informasi laporan keuangan desa memang
benar ada pengaruh. Hasil pengujian parsial
diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi uji t perolehan t-hitung 2.170, t-tabel
1.671 ( t-hitung > t-tabel maka signifikan atau
H: diterima). Nilai signifikansi 0.034 yang
menunjukkan bahwa lebih kecil dari pada
kriteria yang ada yaitu 0.05 (5%).

Sejalan  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Hamsinar (2017) yang
menghasilkan bahwa akuntabilitas
berpengaruh  signifikan terhadap tingkat
kualitas laporan keuangan.

Partisipasi Masyarakat Berpengaruh
Terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Desa (H2)

Berdasarkan hasil uji  hipotesis (Ha)
yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan
terhadap kualitas informasi laporan keuangan
desa. Dikatakan berpengaruh signifikan
karena nilai t-hitung menunjukkan nilai
positif, sehingga diketahui bahwa nilai
koefisien regresi t-hitung diperoleh nilai
4265, t-tabel 1.671 (t-hitung > t-tabel maka
singnifikan atau H, diterima.  Nilai
signifikansi 0.000. Yang menunjukkan bahwa
nilai signifikan lebih kecil dari pada 0.05.
Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H»)
diterima. Maka partisipasi masyarakat tidak
hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga
masyarakat dan para pemangku kepentingan
di desa perlu dilibatkan dalam proses
perencanaan. pelaksanaan, monitoring, hingga
sampai pada tahap evaluasi kegiatan vang
telah dilaksanakan. Penelitian ini sejalan
dengan yang dilakukan oleh Sugista, (2017)
yang menyatakan
pengelolaan

masyarakat
desa

partisipasi

dalam keuangan
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berpengaruh  pengaruh  potitif
pembangunan desa.

Berbeda dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Rahmawati, (2013)
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan
bahwa  partisipasi ~ masyarakat  tidak
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan
daerah. Hal ini partisipasi masyarakat menjadi
kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi
daerah, namun  kenyataan  dilapangan
masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara
aktit  dalam  proses  penyelenggaraan
pemerintahan khususnya pada saat
penyusunan anggaran (APBD).

Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa sangat penting,
dimana masyarakat harus ikut andil di
dalamnya, bertujuan untuk memberikan hak
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
perencanaan  penganggaran  dan  untuk
mengawasi penggunaan Dana Desa untuk
mencengah terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaanya. Partisipas masyarakat di
Pamekasan sangat penting dalam proses
perencanaan, penganggaraan, pelaksanaan,

terhadap

pengawasan, dan pertanggungjawaban
seluruh  kegiatan yang didanai melalui
APBDes. Dimana kasus yang terjadi di
Pamekasan mengenai OTT terkait suap
penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, jika

ada penyalahgunaan Dana Desa bukan
semata-mata menjadi tanggungjawab
Pemerintah Desa, melainkan  juga

tanggungjawab seluruh elemen masyarakat
yang ada di desa. Indikator partisipasi
masyarakat  yaitu  keterlibatan
perencanaan anggaran, keterlibatan dalam
pelaksanaan anggaran, kesempatan
masyarakat melakukan pengawasan. Sehingga
desa sudah melakukan indikator tersebut.
Indikator itu ditunjukkan dengan RPIM di
yvang  ditkuti  oleh
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

dalam

desa masyarakat,
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program BUMDes, serta penggunaan Dana
Desa yang dipublikasikan dan dapat diakses
oleh masyarakat.

Pengetahuan Kepala Desa Berpengaruh
Terhadap Kualitas Informasi Laporan
Keuangan Desa (Hj)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (Hj)
yang diajukan peneliti ini diterima atau
pengetahuan  Kepala Desa berpengaruh
signifikan terhadap kualitas informasi laporan
keuangan desa. Dikatakan berpengaruh
signifikan karena nilai t-hitung menunjukkan
nilai positif, dengan nilai koefisien regresi t-
hitung 3.384, t-tabel 1.671 (t-hitung > t-tabel
maka signifikan atau H; diterima dengan nilai
signifikansi 0,001, yang menunjukkan bahwa
nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Bahwa

Pengetahuan Kepala Desa berpengaruh
signifikan  terhadap Kualitas Informasi
Laporan  Keuangan Desa. Permendagri

No.113 menyatakan bahwa dalam siklus
pengelolaan  keuangan desa merupakan
tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa
dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa.

Menurut Putri, dkk (2017) dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
efektivitas sistem pengendalian internal
pemerintah desa. Menurut Onsu, dkk (2015)
menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh

signifikan terhadap Keberhasilan
Pembangunan Desa di Desa Ranolambot.
Kepala Desa harus memahami  dan

mengetahui jalannya laporan keuangan di
desa. Karena Kepala Desa dituntut tepat
sasaran dalam mengalokasikan Dana Desa
perencanaan sehingga dapat
meningkatkan progresifitas dan taraf hidup
masyarakat. Indikator pengetahuan Kepala
Desa yaitu sifat dan kualitas pemimpin,
kecakapan/kemampuan sifat hubungan antara
pemimpin dengan bawahan, kemampuan dan

sesuai

tingkat kematangan bawahan. Sehingga
Kepala Desa sudah melakukan serangkain
indikator tersebut. Dengan ditunjukkannya
Kepala Desa dalam sikap dan kemampuan
kepemimpinanya sesuai dengan tugas-tugas
desa, kemampuan pola pikir, pengetahun dan
pengalaman. Apabila terjadi penyimpangan
Dana Desa bisa jadi karena terbatasnya
kompetensi Kepala Desa dan perangkat desa.
Banyak Kepala Desa yang pendidikannya
terakhirnya sekolah dasar sekolah
menengah pertama. Sementara mereka
dituntut mengelola anggaran yang cukup
besar dan mempertanggungjawabkan secara
akuntabel.

Transparansi  Berpengaruh  Terhadap

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Desa (Ha)

Setelah peneliti melakukan uji hipotesis,
(H,) yang diajukan peneliti diterima
transparansi  berpengaruh  terhadap

kualitas informasi laporan keuangan desa.

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi t-

hitung diperoleh nilai 3.045, t-tabel 1.671(t-

hitung > t-tabel maka signifikan atau Hy

Nilai signifikan 0.003 yang
menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih
kecil dari 0.05. Transparansi berpengaruh
signifikan  terhadap Informasi

Laporan Keuangan Desa. Berpengaruh

signifikan karena nilai t-hitung menunjukkan

nilai

atau

maka

atau

diterima.

Kualitas

positif.  Transparansi
keterbukaan pemerinyah dalam membuat
kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui
oleh masyarakat.  Transparansi
menciptakan akuntabilitas antara pemerintah
dan rakyat. Adanya transparansi
keterbukaan tentang pengelolaan keuangan
desa dan informasi mengenai kevangan desa,
pemerintah aparat
mendapatkan legitimasi masyarakat
kepercayaan publik.

merupakan

akan

dan

akan
dan

dan desa
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Sejalan  dengan  penelitian  yang
dilakukan Hamsinar, (2017) menunjukkan
bahwa  Transparansi Kebijakan  Publik

berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan
desa harus transparan, Dengan adanya
keterbukaan terhadap laporan keuangan desa
maka masyarakat juga mengetahui informasi
penggunaan dana, sehingga lebih kecil
kemungkinan pemerintah untuk
menyalahgunakan untuk  kepentingannya
sendiri. Kini Pamekasan melaunchingkan
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
yang merupakan langkah Pemkab Pamekasan
menuju tata kelola keuangan desa yang
bersih, transparan dan akuntabel. Dengan
adanya aplikasi Siskeudes Online akan
mampu  mewujudkan  akuntabilitas  dan
transparansi dan  kecepatan  pelaporan
pengelolaan  keuangan  desa. Indikator
transparansi yaitu:

1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun
keluar dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat, serta ada papan pengumuman
mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

2. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.

3. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui camat.

Transparansi di desa ditunjukkan dengan

adanya papan informasi/penguman, informasi

berupa baliho yang dipasang  mengenai

penggunaan DD.

realisasi dan laporan

realisasi dan laporan
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Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,
Pengetahuan Kepala Desa, dan
Transparansi  Berpengaruh  Terhadap

Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Desa (Hs)

Setelah dilakukan uji
serentak), maka (Hs) yang diajukan oleh
peneliti menunjukkan bahwa nilai koefisin
regresi f-hitung diperoleh nilai 76 987, f-tabel
2.52 (f-hitung > f-tabel maka Hs diterima atau
signifikan. Nilai signifikansi sebesar 0.000,

simultan  (uji

yaang menunjukkan bahwa nilai signifikan
lebih kecil dari 0.05. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji
(uji ~ simultan)  akuntabilitas,
partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala
Desa, dan transparansi berpengaruh signifikan
terhadap kualitas informasi laporan keuangan
desa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014
Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan
RPIM Des dengan mengikutsertakan unsur
masyarakat desa. Kepala Desa memeriksa
dokumen rancanagan RPJMDes yang telah
disusun oleh tim penyusun RPJM Des. Tim

serentak

penyusun RPIMDes melakukan perbaikan
Secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat desa. Perlibatan masyarakat
desa dilakukan melalui musyawarah dusun
atau musyawarah khusus unsur masyarakat
seperti  tokoh masyarakat. Kepala Desa
menyampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa setelah menerima
laporan dalam rangka penyusunan anggaran
desa melalui musyawarah desa.

Akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi
berpengaruh  terhadap kualitas  informasi
laporan keuangan desa. Karena laporan
pertanggungjawaban, maka masyarakat harus
terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Desa.
Baik masyarakat harus

penggunaan

laporan

tau  mengenai

informasi Dana Desa,
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penyusunan RPMIDes. Schingga Kepala
Desa harus menguasai dan paham menyusun
pertanggungjawaban Keuangan desa, serta
mengawasi penyaluran Dana Desa.

5. CONCLUSIONS

Berdasarkan  hasil
pembahasan yang telah diuraikan pada bab di
atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial

dan simultan yaitu:

analisis  dan

1. Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan
terhadap Kualitas Informasi Laporan
Kevangan Desa, dengan nilai t-hitung

sebesar 2.170 dan nilai signifikan sebesar
0.034.

. Partsipasi berpengaruh
signifikan terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Desa, dengan nilai t-
hitung sebesar 4.265 dan nilai signifikan
sebesar 0.000.

3. Pengetahuan Kepala Desa berpengaruh
signifikan terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Desa, dengan nilai t-
hitung sebesar 3.384 dan nilai signifikan
sebesar 0.001.

4. Transparansi

]

Masyarakat

berpengaruh  signifikan
terhadap Kualitas Informasi  Laporan
Kevangan Desa. dengan nilai t-hitung
sebesar 3.045 dan nilai signifikan sebesar
0.003.
Secara  simultan
Akuntabilitas,
Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan Desa. Dengan
diperoleh nilai F hitung sebesar 76.987
dengan signifikan 0.000.

bahwa
Masyarakat,

menunjukkan
Partisipasi
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